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Abstrak
Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kemasyarakatannya termasuk pendapatannya. Salah satu sumber pendapatan
daerah yaitu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tahun 2014 pajak bumi dan bangunan
akan efektif dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk
pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumedang
adalah perkembangan bangunan yang dibuktikan dengan peningkatan IMB tidak sejalan dengan
penerimaaan PBB. Adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak serta peningkatan target PBB
juga menjadi fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk menganalisis faktor-faktor efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terdiri
dari pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas dan tindakan koreksi secara masing-masing
dan bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kausal verifikatif dengan pendekatan
penelitian kuantitatif. Skala yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala rasio dan skala
ordinal, Sedangkan berdasarkan model atau tipe skala pengukuran kuesioner, dalam penelitian
ini menggunakan model skala likert. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
Judgment Sampling. Pada penelitian ini yang menjadi wilayah penelitiannya yaitu Kabupaten
Sumedang. dengan dilakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
regresi berganda dan pengujian hipotesis. Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang telah
dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama pelaksanaan pemungutan (X1),
kemampuan petugas (X2) dan tindakan koreksi (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap
efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y). Secara tersendiri, pelaksanaan
pemungutan (X1) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan
bangunan Kemampuan petugas (X2) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan
pajak bumi dan bangunan dan tindakan koreksi (X3) tidak berpengaruh signifikan dengan
terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kata kunci : Efektivitas Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan, Pelaksanaan Pemungutan, Kemampuan Petugas, Tindakan Koreksi.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN 
 
2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian 
2.1.1 Rangkuman Teori 
A. Efektivitas 
Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti keberhasilan. 
Usman (2009:2) mengemukakan efektif berarti mampu mencapai tujuan 
dengan baik. Kosasih (2009:30) menyebutkan keefektifan  penekannya hanya 
pada pencapaian sasaran (output). Konsep efektivitas yang penting adalah 
bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus mencapai tujuannya berapapun 
biaya yang harus dikeluarkan. 
     Keefektifan dapat dilihat dari tiga perspektif (1) keefektifan individual 
(input), (2) keefektifan kelompok (proses) dan (3) keefektifan organisasi 
(Usman, 2009:2). Menurut Amitai Etzioni (Mokamat, 2009:10) 
mengemukakan efektivitas organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi 
tersebut berhasil mencapai tujuannya. Efektivitas organisasi pada dasarnya 
adalah efektivitas individu para anggotanya di dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing–masing dalam organisasi. 
 
B. Pajak 
     Menurut Widyaningsih (2011:2), pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan Undang–Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada 
mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan 
norma–norma hukum untuk menutup biaya produksi barang barang dan jasa 
kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 
Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M. & Brock Horace R, 
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan 
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berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan 
yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas–
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pajak sebagai peralihan 
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran 
rutin dan surplusnya digunakan public saving yang merupakan sumber utama 
untuk membiayai public investasi. 
Pengertian–pengertian pajak diatas dapat menyimpulkan bahwa pajak 
merupakan pungutan wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang–
Undang yang kontrapretasinya tidak langsung dan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara. 
 
1. Sistem Pemungutan Pajak  
     Masdiasmo (2011:6) menyebutkan ada tiga macam sistem pemungutan 
pajak yaitu sebagai berikut: 
a. Official Assessment System 
Adalah sesuatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang 
oleh wajib pajak. 
Ciri – cirinya: 
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada 
fiskus, 
1) Wajib pajak bersifat pasif, 
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b. Self Assessment System 
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang. 
Ciri – cirinya: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri, 
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. With Holding System 
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. 
 Ciri – cirinya: 
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 
ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
 
4. Hambatan Pemungutan Pajak 
     Mardiasmo (2011:8) menyatakan bahwa hambatan pemungutan pajak 
dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Perlawanan Pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 
antara lain: 
a. Perkembangan intelektual pajak dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
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c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik. 
2. Perlawanan Aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 
pajak. Bentuknya antara lain: 
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar Undang – Undang. 
b. Tax evasian, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar Undang – Undang (menggelapkan pajak). 
 
C. Pajak Bumi dan Bangunan 
     Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan 
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang–Undang nomor 12 
tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang–Undang nomor 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang 
dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB 
merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota 
(Widyaningsih, 2011:5). 
 
1. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan  
    Objek PBB adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi 
(tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah 
Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun dan lain-lain. Bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan 
atau perairan (Widyaningsih, 2011:190). 
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata menurut 
Widyaningsih (2011:191): 
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 Mempunyai suatu hak atas bumi 
 Memperoleh manfaat atas bumi 
 Memiliki bangunan 
 Menguasai bangunan 
 Memperoleh manfaat atas bangunan 
 
2. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
     Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP). NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri 
Keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan 
(Widyaningsih, 2011:193): 
 Harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar. 
 Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya 
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 
 Nilai perolehan baru. 
 Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 
     Untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 
maka harus diketahui lebih dahulu kelas dari tanah (bumi) dan atau bangunan 
yang menjadi objek PBB sehingga bisa dihitung NJOP PBB. Penentuan 
klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada Keputusan Menteri 
Keuangan nomor 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan penetapan nilai 
jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang 
menggantikan Keputusan Menteri Keuangan nomor 523/KMK.04/1998 
(Widyaningsih, 2011:193). 
     Tarif Pajak Bumi dan Banguan untuk pedesaan dan perkotaan yang 
dikenakan adalah 0,5 % terhadap nilai jual objek pajak (NJOP). Alokasi dana 
bagi hasil PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Alokasi ini ditetapkan 
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berdasarkan rencana penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan 
paling lambat sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.  
Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 34, hasil penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara dan disetor 
sepenuhnya ke rekening kas negara. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan imbalannya 10% 
untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. 10% bagian 
pemerintah pusat dibagikan kembali pada daerah dengan rincian: 
1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan 
kota. 
2. 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yag 
realisasinya tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana 
penerimaan sektor tertentu. 
Jumlah 90% bagian daerah dibagi dengan rincian: 
1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke 
rekening kas umum daerah provinsi. 
2. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan  dan 
disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota 
3. 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat 
Jenderal pajak dan daerah. 
 
3. Faktor-faktor mempengaruhi Penerimaan PBB 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB dapat dikategorikan ke 
dalam dua kategori yaitu faktor eksternal dan internal. 
a. Faktor Eksternal 
Menurut Hadi Sasana (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
pajak bumi dan bangunan adalah PDRB per kapita, inflasi, krisis moneter, 
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jumlah wajib pajak, jumlah bangunan dan luas bangunan yang akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
 PDRB per Kapita 
Menurut Miyasto (Sasana:2005) Pendapatan per kapita menunjukan 
kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, 
termasuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar 
pajak dapat dilihat dari tiga aspek yaitu tingkat pendapatan, jumlah 
kekayaan dan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat 
pendapatan, kekayaan dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi 
kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh 
positif dalam peningkatan penerimaan pajak.  
 Inflasi 
Inflasi biasanya akan mendorong tingkat harga atau nilai sewa 
properti. Dalam teori, nilai sewa properti erat kaitannya dengan 
pendapatan seorang pemilik tanah dan oleh sebab itu wajar dan dapat 
dipahami untuk dijadikan sebagai dasar perpajakan (Sasana:2005) 
 Krisis Moneter 
Krisis moneter menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami 
penurunan tajam dan diikuti oleh tingginya angka inflasi sehingga 
pendapatan per kapita masyarakat menurun. Pada akhirnya semakin 
berkurangnya pendapatan per kapita maka kemampuan masyarakat untuk 
membayar pajak juga ikut menurun termasuk membayar PBB. 
 Jumlah Wajib Pajak 
Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan 
menggerakan berbagai kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan 
nasional. Menurut Insukindo (Sasana:2005) menyatakan bahwa 
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peningkatan pendapatan akan menaikkan NJOP sehingga dapat 
menciptakan wajib pajak baru. 
 Jumlah Bangunan 
Nasucha (Sasana:2005) mengungkapkan bahwa PBB merupakan 
pajak objektif dimana pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak dari 
PBB yaitu bumi dan atau bangunan. Secara otomatis penerimaan PBB 
dipengaruhi oleh luas dan bangunan yang terkena pajak. 
 Luas Bangunan 
Menurut Soemitro (Sasana:2005) Untuk memudahkan perhitungan 
PBB yang terutang,  tanah perlu diklasifikasikan. Pengklasifikasiannya 
dapat berupa pengelompokan tanah menurut nilai jualnya dengan 
memperhatikan luas tanah/bangunan, hasil tanah, adanya irigasi dan lain 
sebagainya. 
b. Faktor Eksternal 
Menurut Mokamat (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
pajak bumi dan bangunan adalah pelaksanaan pemungutan, kemampuan 
pegawai, pemasukan hasil dan tindakan koreksi yang akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
 Pelaksanaan pemungutan 
Pelaksanaan pemungutan adalah salah satu kegiatan administrasi dari 
penerimaan PBB (Agus Pratowo, 2011:35). Kegiatan pemungutan 
menurut KEPMENKEU No. 340/KMK.04/1995 pasal 2 yaitu satu 
rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan wajib 
pajak penilaian, memprosesan ketetapan pajak terhutang, penagihan 
sampai pada kegiatan pengawasan atau monitoring penyetoran ke bank, 
kantor pos dan giro. Pedoman yang digunakan di setiap desa di 
Kabupaten Sumedang adalah Materi Bimbingan Teknis dan Fasilitasi 
Pemungutan PBB. 
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 Kemampuan pegawai 
Kemampuan dapat diartikan sebagai kompetensi. Kemampuan 
petugas menurut Bouler, Dalziel dan Hill (Edy:2009) adalah suatu 
karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan 
kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Kompetensi 
jabatan mempunyai peran yang sangat penting karena digunakan sebagai 
dasar penentu posisi jabatan calon karyawan atau pejabat yang akan 
menduduki suatu jabatan. Organisasi publik atau instansi pemerintah 
memiliki rincian kompetensi jabatan yang terdiri dari kompetensi dasar 
dan kompetensi bidang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara No. 64a tahun 2003 adalah sebagai berikut: 
1. Kompetensi Dasar (Basic Competence) 
a. Integritas, yaitu bertindak konsisten sesuai dengan nilai – nilai 
kebijakan organisasi dan kode etik. 
b. Kepemimpinan, yaitu tindakan membujuk, meyakinkan dan 
memenuhi atau memberi kesan orang lain agar mereka mengikuti 
dan mendukung rencana organisasi. 
c. Perencanaaan dan pengorganisasian, yaitu menyusun rencana 
kerja dan melakukan tindakan – tindakan untuk unit kerjanya dan 
unit kerja lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Kerja sama, dorongan kemampuan untuk bekerja sama dengan 
orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok dalam 
melaksanakan tugas. 
e. Fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dan 
bekerja secara efektif dalamn situasi dan kondisi yang berbeda 
dengan berbagai individu atau unit kerja lain.  
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2. Kompetensi Bidang (Spesific Competence) 
  Kompetensi bidang adalah kompetensi yang tersedia sesuai dengan 
bidang pekerjaan dan tugas serta tanggung jawabnya. Pada setiap 
perusahaan atau instansi, untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai 
dengan tugas dan jabatan selalu pada masing – masing jabatan dibuat 
standar jabatan atau identitas jabatan. 
 Pemasukan hasil 
Pemasukan hasil merupakan penerimaan yang didapat dari pajak bumi 
dan bangunan. Pemasukan didapat dari realisasi penerimaan pajak bumi 
dan bangunan pada daerahnya sendiri. 
 Tindakan koreksi 
Tindakan koreksi merupakan variabel yang menunjukan proses 
pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan evaluasi secara berkala 
merupakan proses pengendalian. Pengendalian menurut Husaini Usman 
(2009:504) adalah kegiatan memantau, menilai dan melaporkan kemajuan 
proyek disertai tindak lanjutnya. Pengawasan menurut LANRI (Husaini 
Usman:2009) ialah suatu kegiatan untuk memeperoleh kepastian apakah 
pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana 
semula. 
Tujuan dan manfaat pengawasan dan pengendalian menurut Husaini 
Usman (2009:503) adalah sebagai berikut: 
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. 
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan. 
3. Mendapatkan cara – cara yang lebih baik atau membina yang telah 
baik. 
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4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan 
akuntabilitas organisasi. 
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi 
6. Meningkatkan kinerja organisasi. 
7. Memberikan opini atas kinerja organisasi. 
8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas kesalahan – 
kesalahan atas masalah – masalah pencapaian kinerja yang ada. 
9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. 
Pengawas dan pengendali Pajak Bumi dan Bangunan adalah KPP 
Pratama dan pemerintahan daerah yaitu Kecamatan dan DPPKAD (Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas Kecamatan 
dalam rangka pengamanan rencana penerimaan PBB menurut materi 
bimbingan teknis dan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) adalah sebagai berikut: 
1. Mengawasi dan memantau penyampaian SPPT oleh Desa/ Kelurahan. 
2. Meneliti dan mengetahui setiap usulan perbaikan SPPT dari Desa/ 
Kelurahan. 
3. Melaporkan perkembangan penyampaian SPPT kepada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sumedang dengan dilampirkan tanda terima (struk) SPPT yang 
diterima wajib pajak. 
4. Menerima daftar wajib pajak yang belum mengambil SPPT dari Desa/ 
Kelurahan dan menindaklanjuti secara tuntas dengan menurunkan tim 
intensifikasi Kecamatan. 
 
4. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Menurut Pedoman Desa 
1. Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 
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Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bukan alat bukti 
kepemilikan tanah, tetapi sebagai alat bukti pemberitahuan kepada wajib 
pajak tentang besaran PBB tahun berjalan yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sumedang pada awal Januari tahun berjalan. 
Untuk tahun 2011 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) sebesar 40% untuk NJOP 
(Nilai Jual Objek Pajak) lebih dari Rp. 1 Milyar, sedangkan untuk NJOP 
dibawah Rp. 1 Milyar tetap 20% x NJKP. Perhitungan PBB terutang 
adalah (NJOP-NJOPTKP)x NJKP x tariff (%). Nilai Jual Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB di Kabupaten Sumedang yang 
ditetapkan oleh Kantor Wilayah VII Dirjen Pajak Jawa Barat sebesar Rp. 
5.000.000 (lima juta rupiah). 
SPPT tersebut harus segera diberikan kepada wajib pajak agar wajib 
pajak mempunyai kesempatan waktu untuk pembayaran PBBnya. Apabila 
pembayaran PBB telah melewati tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 31  
September, maka akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran 
sebesar 2% per bulan. 
2. Tugas Peserta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  
Peserta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
menurut materi bimbingan teknis dan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Kabupaten Sumedang  adalah kepala desa/lurah, Petugas 
pemungut PBB Kecamatan dan petugas pemungut PBB desa/ kelurahan. 
Tugas desa/kelurahan maupun kolektor desa/kelurahan serta petugas 
yang mengelola PBB, harus diperhatikan hal–hal sebagai berikut: 
1. SPPT dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sumedang atau dari Kecamatan agar dihitung 
jumlahnya dan dicocokan dengan (DHKP) Daftar Himpunan 
Ketetapan Pajak. 
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2. Memilih SPPT yang dapat disampaikan langsung kepada wajib pajak 
dan yang bermasalah agar dipilih–pilih per jenis permasalahan. 
3. SPPT yang bermasalah segera diajukan perbaikan ke Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. 
4. Menerima dan menghimpun tanda terima (struk) SPPT dari wajib 
pajak. 
5. Petugas penyampaian SPPT agar mengisis nama, alamat serta 
tanggal diterimanya SPPT serta ditandatanganinya oleh wajib pajak. 
6. Kepala desa/kelurahan agar melaporkan perkembangan penyampaian 
SPPT PBB kepada Camat dengan melampirkan tanda terima (struk) 
SPPT yang telah diterima oleh wajib pajak. 
7. Apabila setelah tanggal 10 Juni masih terdapat SPPT yang sulit 
disampaikan kepada wajib pajak, maka dibuatkan pengumuman yang 
memuat daftar wajib pajak yang sulit ditemui dan ditempelkan di 
Kantor desa/kelurahan atau di tempat–tempat umum lainnya 
selambat–lambatnya tanggal 17 Juni. Namun apabila setelah 
diumumkan ternyata wajib pajak belum juga mengambil SPPT, maka 
setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan atau tanggal 
1 Juli 2011 dianggap sebagai tanggal penerimaan SPPT. 
8. Setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, desa/ 
kelurahan membuat laporan dan mengirimkan daftar SPPT yang 
belum diambil oleh wajib pajak tersebut disampaikan kepada camat 
dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sumedang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sumedang. 
9. Desa/kelurahan harus mengamankan semua SPPT yang belum 
diambil oleh wajib pajak tersebut: 
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10. Dihimbau kepada wajib pajak segera melunasi PBB sebelum tanggal 
jatuh tempo. 
3. Tata Cara Pengajuan Kekeliruan Pajak Bumi dan Bangunan 
Bagi wajib pajak yang telah menerima SPPT, apabila dalam 
pengenaannya tidak sesuai dengan kenyataan maka berhak mengajukan 
permasalahan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib 
pajak, lewat dari batas waktu tersebut tidak akan dilayani. 
Adapun jenis kekeliruan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, yaitu: 
1. Pembetulan adalah apabila ada dalam penulisan nama, alamat dan 
letak objek pajak. 
2. Keberatan diajukan apabila merasa keberatan dalam: luas tanah/ 
bangunan, kelas tanah/bangunan. 
3. Mutasi diajukan apabila: jual beli, waris/hibah dan lain 
sebagaimanya. 
4. Pengurangan diajukan apabila dalam SPPT sudah benar tetapi 
kemampuan ekonomi wajib pajak untuk membayar PBB tidak 
mempu seperti: pensiunan, orang yang tidak mampu atau objeknya 
terkena bencana alam dan lain sebagainya. 
5. Pembatalan diajukan apabila objek pajaknya tidak ada, doubel dan 
fasilitas umum. 
4. Tata Cara Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan  
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterima oleh wajib 
pajak sebaiknya langsung disetor ke tempat pembayaran yang ditunjuk 
sesuai yang tertulis dalam SPPT. Untuk memudahkan wajib pajak dalam 
pembayaran PBB karena tempatnya berjauhan, maka dapat dilakukan 
melalui petugas pemungut PBB yang telah ditunjuk sesuai dengan 
keputusan Bupati Sumedang Nomor : 973/Kep.21-DPPKAD/2011 tanggal 
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4 Juli 2011 tentang perubahan atas keputusan Bupati Sumedang Nomor : 
973/Kep.18-DPPKAD/2011 tentang penunjukan petugas pemungut Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan 
tingkat desa/ kelurahan di Kabupaten Sumedang tahun 2011. 
Selanjutnya uang tersebut disetor oleh kolektor/ petugas pemungut ke 
tempat pembayaran Bank persepsi yaitu Bank Jabar–Banten cabang 
Sumedang. Uang dari pembayaran PBB yang telah terkumpul di tempat 
pembayaran setiap hari Jumat dilimpahkan ke Bank persepsi dan pada hari 
Jumat berikutnya dilimpahkan ke Bank Operasional III dibagikan sesuai 
peruntukannya. 
Sehubungan dengan diberlakukannya implementasi Modal Penerimaan 
Negara (MPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesai nomor : 99//PMK.06/2006 tengan Model Penerimaan 
Negara jo. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara nomor PER-
78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Model 
Penerimaan Negara maka dalam penyetorannya agar mengacu kepada 
ketentuan tersebut, sehinggga pembayaran PBB Sektor pedesean dan 
perkotaan di tempat pembayaran baik secara langsung maupun tidak 
langsung melalui petugas pemungut PBB dengan menggunakan formulir 
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB) dengan melampirkan 
rincian per wajib pajak dan Daftar Penerimaan Harian (DPH). 
Salah satu kendala yang disebutkan beberapa petugas pajak adalah 
sanksi yang diterapkan. Materi bimbingan teknis dan fasilitasi pemungutan 
PBB tahun anggaran 2011 menuliskan sanksi atau ketentuan pidana dalam 
pemungutan PBB. Berdasarkan pasal 24, 25 dan pasal 26 Undang–Undang 
nomor 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang nomor 12 tahun 1994 menyatakan bahwa: 
1. Barang siapa karena kealpaannya: 
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a. Tidak mengembalikan / menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek 
Pajak kepada Direktoral Jenderal Pajak. 
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar. 
2. Barang siapa dengan sengaja: 
a. Tidak mengembalikan / menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek 
Pajak kepada Direktorak Jenderal pajak. 
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap dan/ atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar. 
c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang 
palsu atau dipalsukan  seolah–olah benar. 
d. Tidak benar memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau 
dokumen lainnya. 
e. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 
diperlukan sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara, dipidana 
dengan pidana penjara selama–lamanya 2 (dua) tahun atau denda 
setingg – tingginya sebasar 5 (lima) kali lipat pajak terhutang. 
f. Pihak lain yang bukan wajib pajak melakukan tindakan sebagaiman 
dimaksud pada nomor 2 angka (d) dan (e), dipidana dengan pidana 
kuringan selama – lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi – 
tingginya Rp.2.000.000; (dua juta rupiah). 
g. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pada nomor 2 
dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana 
dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak 
selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang 
dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. 
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2.1.2 Penelitian Terdahulu 
A. Penelitian-Penelitian Terdahulu  
     Penelitian mengenai pengaruh analisis faktor – faktor yang mempengaruhi 
efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah banyak dilakukan di 
Indonesia. Penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi bagi 
penulis, yaitu: 
I. Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 13, No. 2, PP. 173-185. Universitas 
Pendidikan Indonesia 
a. Peneliti  :  Yulia Anggara Sari 
b. Judul  : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota 
Bandung 
c. Tahun  : 2010 
d. Populasi dan Sampel: Pemerintahan daerah Kota Bandung 
e. Variabel  : 
1. Variabel dependen  :Pendapatan daerah di Kota Bandung 
2. Variabel independen :Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan 
f. Teknik Analisis Data: Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif maka untuk menganalisis data dengan 
mengumpulkan data kuantitatif yang ada kemudian diolah menjadi 
data kualitatif. 
g. Kesimpulan : 
1. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara 2002 – 
2008, didapati nilai efektivitas tertinggi pada tahun 2006 dan 
terendah 2002. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan di Kota 
Bandung sudah memadai. 
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2. Kota Bandung mengalami perkembangan. Hal tersebut dilihat 
dari laju perkembangan semua aspek pendapatan daerah yang 
meningkat. 
3. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung 
2002 – 2008 sangat rendah, paling tinggi pada tahun 2008 
dengan angka 5,94% yang berarti sangat kurang atau rendah. 
 
II. Journal of Spirit Publik, Vol. 2, No. 1, 27-36. Universitas Nasional  
a. Peneliti  :   Wahyu Nurharjadmo  
b. Judul  : Evaluasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) dan Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 
Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. 
c. Tahun  :   2006 
d. Populasi dan Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Kecamatan Kabupaten Klaten, dan yang menjadi sampelnya adalah 
Kecamatan Kota yang terdiri dari Kecamatan Klaten Utara, 
Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Selatan. 
e. Variabel  :  
1. Variabel dependen : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  
2. Variabel independen : Evaluasi penetapan NJOP dan Faktor–
Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penarikan PBB. 
f. Teknik analisis data: Secara umum analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitiatif. Terutama untuk data-data yang berkaitan 
dengan NJOP PBB, sedangkan untuk analisis yang berkaitan dengan 
faktor–faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan PBB 
dianalisis secara kuantitatif yang disajikan dalam bentuk persentase. 
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g. Kesimpulan : 
1. Mekanisme penetapan NJOP PBB masih terlihat sangat 
tersentralisir sehingga nampak kurang transparan. 
2. Berbagai keberatan muncul sebagai akibat perubahan NJOP 
lebih disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak 
KPPPBB dan validitas  data yang digunakan. 
3. Berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan PBB 
bisa bersumber dari berbagai hal diantaranya adalah kesadaran 
wajib pajak, kekurangtelitian petugas yang mendata, sikap yang 
kurang profesional dari petugas pemungut pajak, adanya lahan 
yang seakan–akan tak bertuan serta sistem penarikan dan sanksi 
yang kurang tegas.  
 
III. Jurnal Logos, Vol. 3, No. 1, PP. 63-75. Universitas Muhammadiyah 
Gresik 
a. Peneliti  :  Mu’minatus Sholichah dan Istiqomah 
b. Judul : Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat 
Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Gresik. 
c. Tahun  :  2005 
d. Populasi dan Sampel: Popoulasi penelitian ini adalah seluruh wajib 
Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Kabupaten Gresik. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan metode purpose sampling, yang 
menggunakan kriteria, wajib pajak yang mewakili daerah perkotaan 
dan pedesaan. Wajib pajak yang mewakili daerah perkotaan adalah 
wajib pajak Kecamatan Gresik dan Kebomas. Untuk daerah 
pedesaaan adalah Kecamatan Ujung Pangkah, Menganti, Sidayu dan 
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Dukun. Jumlah seluruh sampel terdiri dari 56 Desa dan 280 
responden. 
e. Variabel  : 
1. Variabel dependen : Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak 
Bumi Dan Bangunan. 
2.  Variabel independen :  Perilaku Wajib Pajak 
f. Teknik Analisis Data: Model analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah regresi linier berganda. 
g. Kesimpulan : 
1. Tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak 
dan tingkat kemampuan wajib pajak berpengaruh pada 
keberhasilan penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Perubahan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Gresik dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, 
tingkat pemahaman wajib pajak dan kemampuan wajib pajak. 
 
IV. Jurnal Dinamika Pembanguan, Vol. 2, No. 1, PP. 19-29.  
a. Peneliti  :  Hadi Sasana  
b. Judul  : Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kabupaten 
Bayumas)  
c. Tahun  :  2005 
d. Populasi dan Sampel: Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data–data variabel selama kurun waktu 16 tahun yaitu dari 
1986-2001. 
e. Variabel  : 
1. Variabel dependen : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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2. Variabel independen : PDRD per kapita, Jumlah wajib pajak, 
Inflasi, Luas tanah, Jumlah bangunan , Krisis moneter. 
f. Teknik Analisis Data:  Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuadrat kecil biasa (OLS) dari analisis linier 
berganda. 
g. Kesimpulan : 
1. PDRD perkapita, jumlah wajib pajak, inflasi, luas tanah dan 
jumlah bangunan mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Yang paling berpengaruh adalah jumlah bangunan.  
2. PDRD perkapita, jumlah wajib pajak dan luas tanah berpengaruh 
positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Apabila 
faktor–faktor tersebut meningkat maka penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan juga ikut meningkat. 
3. Inflasi berpengaruh negatif pada penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Hal ini berarti pada saat krisis moneter terjadi, dengan 
asumsi variabel yang lain konstan, maka penerimaan PBB akan 
berkurang. Hal tersebut diakibtakan karena saat krisis moneter, 
pendapatan per kapita akan berkurang. 
 
V. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas 
Diponegoro  
a. Peneliti :  Mokamat   
b. Judul : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penarikan Pajak 
Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Grobogan 
c. Tahun :  2009 
d. Populasi dan Sampel: Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan dan yang menjdai 
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sampelnya adalah para pimpinan yang berhubungan dengan bagian 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
e. Variabel:  
1. Variabel dependen :  Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan 
2. Variabel independen : Pelaksanaan pemungutan, Kemampuan 
pegawai, Pemasukan hasil dan Tindakan koreksi 
f. Teknik analisis data: Alat analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif melalui berbagai variabel yang telah dijadikan 
ukuran sebelumnya. 
g. Kesimpulan:  
1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah 
sesuai dengan Undang–Undang tetapi kesadaran warga semakin 
menurun dengan adanya perbaikan NJOP dan kurangnya 
sosialisasi terhadap wajib pajak. 
2. Kemampuan petugas masih kurang. Hal tersebut dilihat dari 
kinerjanya yang masih kurang memahami aturan–aturan dan 
masih rendahnya SDM serta masih ada petugas yang terlambat 
atau tidak menyetorkan hasil penarikan ke tempat yang telah 
ditentukan. 
3. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selalu melebihi 
target dan hal tersebut selalu hampir sama dengan potensi yang 
ditetapkan. 
4. Perkembangan penerimaan akan meningkat dengan diadakannya 
pendataan secara intensif dan pemerintah daerah perlu 
melakukan perencanaan biaya untuk hal tersebut. 
 
VI. Skripsi Program Studi Ilmu Sosial Universitas Diponegoro  
a. Peneliti :  Dimas Estu Hapsoro 
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b. Judul : Hubungan Kemampuan Pegawai Dan Motivasi Pegawai 
Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Rangka Peningkatan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Cimanggu 
Kabupaten Cilacap. 
c. Tahun : 2007 
d. Populasi dan Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pegawai pegawai kantor Kecamatan Ciamanggu, dan sampel 
dilakukan terhadap seluruh pegawai Kecamatan sebanyak 32 orang. 
 e. Variabel:  
1. Variabel dependen : Efektivitas kerja Pegawai dalam 
Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan 
2. Variabel independen : Kemampuan pegawai dan Motivasi kerja 
 f. Teknik analisis data : Rumus statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah koefisisen Rank Kendall dan Koefisien 
Koordinasi Kendall. 
 g. Kesimpulan:  
  Adanya hubungan signifikan antara kemampuan pegawai dengan 
efektivitas kerja, motivasi dengan efektivitas kerja dan kemampuan 
dan motivasi terhadap efektivitas kerja guna peningkatan penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
VII. Skripsi Program Studi Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara  
a. Peneliti :  Fanie Oktaliana 
b. Judul : Pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
c. Tahun :  2009 
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d. Populasi dan Sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat dua Kelurahan Kota Matsum tiga Kecamatan Medan 
Kota. Dan sampel yang diambil sebanyak 53 orang. 
e. Variabel  :  
1. Variabel dependen :Peningkatan Kesadaran Masyarakat 
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
2. Variabel independen :Kepemimpinan Lurah  
 f. Teknik analisis data: Metode yang digunakan adalah deskriptif 
analisis. Teknik analisi menggunakan koefisien korelasi dengan 
rumus product momen, uji-t dan koefisien determinant. 
 g. Kesimpulan:  
Kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat mempunyai 
hubungan positif. Jika kepemimpinan Lurah baik secara otomatis 
kesadaran warga akan meningkat 
 
VIII. Skripsi Fakultas Hukum  Universitas Brawijaya 
a. Peneliti :  Arief Setyawan 
b. Judul : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di 
Wilayah Kota Kediri 
c. Tahun :  2007 
d. Populasi dan Sampel:  
Pada penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan 
responden yaitu semua pejabat pada Kantor Pelayan Pajak di 
Wilayah Kota Kediri. 
e. Variabel:  
Pada penelitian ini, tidak disebutkan variabel dependen dan 
independen, karena hanya menjelaskan mengenai pelaksanaan 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara kualititaf 
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 f. Teknik analisis data: 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan 
analisis induktif. 
 g. Kesimpulan:  
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 
kenyataannya menggunakan system official assessment. Dalam 
pelaksanaan pemungut/ petugas menghadapi kendala baik dari wajib 
pajak maupun dari petugas sendiri. Adapun upaya untuk mengatasi 
masalah tersebut adalah dengan melakukan penagihan secara aktif. 
 
IX. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Lampung 
a. Peneliti :  Muhammad Iqbal 
b. Judul : Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Petugas/ 
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan 
di Wilayah Kabupaten Tenggamus 
c. Tahun :  2006 
d. Populasi dan Sampel: Populasi Dalam penelitian ini adalah semua 
petugas/ pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel yang 
digunakan adalah petugas/ pemungut yang mewakili pedesaan dan 
perkotaan di dua Kecamatan. 
e. Variabel:  
1. Variabel dependen : Faktor – Faktor yang mempengaruhi 
efektivitas petugas/pemungut Pajak Bumi dan Bangunan 
2. Variabel independen : Pengetahuan petugas, Intensif, Metode 
pemungutan, Penyuluhan oleh petugas, Pengalaman petugas, 
Pengawasan. 
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f. Teknik analisis data: Pengujian hipotesis menggunakan analisis 
dummy. Untuk pengujian statistiknya menggunakan logic koefisien 
regresi berganda. 
h. Kesimpulan:  
Pengetahuan petugas, Intensif, Metode pemungutan, Penyuluhan 
oleh petugas, Pengalaman petugas, Pengawasan berpengaruh pada 
faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas petugas/pemungut 
Pajak Bumi dan Bangunan 
 
B. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 
     Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa kesamaan 
dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu:  
1. Penelitian ini memiliki tujuan yang sama untuk menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Penelitian menggunakan alat statistik yang sama yaitu statistik deskriptif, 
dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi berganda. 
3. Penelitian menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
4. Penelitian menggunakan beberapa variabel independen yang sama. 
Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga memiliki beberapa 
perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu: 
1. Objek penelitian berbeda yaitu Kabupaten Sumedang 
2. Penelitian tidak hanya dilakukan pada pejabat yang berhubungan dengan 
Pajak Bumi dan Bangunan melainkan pada petugas pemungut yang 
berhadapan langsung dengan wajib pajak.  
3. Periode pengamatan yaitu tahun 2011-2012. 
Untuk lebih rincinya, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di halaman selanjutnya: 
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Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu 
Peneliti/ Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 
Yulia Anggara Sari 
(2010)/Analisis Efektivitas 
Dan Kontribusi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Terhadap Pendapatan Daerah 
Di Kota Bandung. 
Menggunakan variabel 
penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Variabel penerimaan 
Pajak Bumi dan 
Bangunan dan laju 
pertumbuhan pendapatan 
daerah sebagai varibel 
dependen (Y) dan 
pendapatan daerah 
dijadikan sebagai 
variabel independen (X). 
Wahyu Nurhardjatmo 
(2006)/Evaluasi Penetapan 
Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP) dan Faktor – Faktor 
yang Mempengaruhi 
Efektivitas Penarikan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Menggunakan variabel 
penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan.  
Variabel dependen yang 
digunakan adalah 
Evaluasi penetapan NJOP 





pendata dan sikap kurang 
professional petugas. 
Mu’minatus Sholichah dan 
Istiqomah (2005)/Perilaku 
Wajib Pajak Terhadap 
Tingkat Keberhasilan 
Penerimaan Pajak Bumi dan 




Bumi dan Bangunan. 
Variabel dependen yang 
digunakan adalah 
perilaku wajib pajak 
(Bersambung) 
 
Tugas Akhir - 2012
Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi S1 Akuntansi
39 
 
Tabel 2.1 (Sambungan) 
Peneliti/ Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 
Hadi Sasana (2005)/ Analisis 
Faktor–Faktor yang 
Mempengaruhi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan 
(Studi kasus di Kabupaten 
Bayumas)  
Menggunakan 
variabel  independen 
yang sama yaitu 
penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
Variabel yang dijadikan 
faktor – faktor yang 
mempengaruhi 
Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan pada aspek 
ekternal yaitu PDRB per 
kapita, Inflasi, jumlah 
wajib pajak, luas 
bangunan, jumlah 
bangunan, krisis moneter. 
Mokamat (2009)/Analisis 
Faktor Yang Mempengaruhi 
Penarikan Pajak Bumi dan 




variabel  dependen  




Pemasukan hasil karena 
pemasukan hasil sudah 
tercermin di dalam 
penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan. 
Dimas Estu Hapsoro 
(2007)/Hubungan 
Kemampuan Pegawai Dan 
Motivasi Pegawai Terhadap 
Efektivitas Kerja Pegawai 
Dalam Rangka Peningkatan 
Pajak Bumi dan Bangunan 






Variebel dependen dan 
independen (X) yang 
berbeda. Motivasi 
pegawai sebagai 
independen dan efektivitas 
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Tabel 2.1 (Sambungan) 
Peneliti/ Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 
Fanie Oktaliana (2009)/ 
Pengaruh kepemimpinan 
Lurah terhadap Peningkatan 
Kesadaran Masyarakat dalam 






dalam variabel koreksi 
hasil 
Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan dijadikan 
sebagai variabel 
independen. Sedangkan 




kemampuan petugas dan 
tindakan koreksi. 
Arief Setyawan (2007)/ 
Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan 





variabel seperti penenulis 
yaitu variabel 
independen penerimaan 
pajak bumi dan 
bangunan dan dependen 
yaitu kemampuan 
petugas dan tindakan 
koreksi. 
Muhammdan Iqbal (2006)/ 
Analisis Faktor – Faktor 
yang Mempengaruhi 
Petugas/ Pemungut Pajak 
Bumi dan Bangunan 
Sektor Pedesaan dan 
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2.2 Rerangka Pemikiran 
Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pendapatan 
daerah yang dapat digunakan untuk pembiayaan yang salah satunya untuk 
pembangunan daerah itu sendiri sebagai perwujudan dari otonomi daerah. 
Sehingga diharapkan penerimaan pajak bumi dan bangunan semakin 
meningkat seiring dengan peningkatan target yang ditetapkannya. Namun, 
fenomena di Kabupaten Sumedang, berkembangnya bangunan di kabupaten 
ini tidak sejalan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib 
pajak.  
Efektif menurut Husaini Usman yaitu mampu mencapai tujuan dengan 
baik. Penerimaan pajak bumi dan bangunan dikatakan efektif jika penerimaan 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keefektifan tersebut dicapai 
dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 
bumi dan bangunan. Faktor yang digunakan merupakan faktor internal karena 
berhubungan langsung dengan individu sedangkan untuk faktor eksternal 
berhubungan dengan kelompok seperti PDRD per kapita, inflasi dan 
sebagainya. Faktor yang digunakan penulis adalah pelaksanaan pemungutan, 
kemampuan pegawai dan tindakan koreksi yang dijadikan sebagai variabel 
(X). Faktor tersebut sama dengan penelitian yang digunakan oleh Mokamat 
(2009) tetapi yang membedakan dengan adalah tidak menggunakan variabel 
pemasukan hasil karena sama dengan penerimaan PBB yang digunakan 
sebagai variebel (Y) dalam penelitian penulis. 
Kefektifan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan 
mencari persentase pencapaian dengan asumsi yang sama digunakan dengan 
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Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas 
Persentase Kriteria 
> 100% Sangat Efektif 
90 – 100% Efektif 
80 – 90% Cukup Efektif 
60 – 80% Kurang Efektif 
< 60% Tidak Efektif 
Sumber: Depdagri, Kepmendagri  
No.690.900.327 ( Yulia Anggara Sari : 2010) 
 
2.2.1 Pelaksanaan Pemungutan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan 
     Kegiatan pemungutan menurut KEPMENKEU No. 340/KMK.04/1995 
pasal 2 yaitu satu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data 
objek dan wajib pajak penilaian, memprosesan ketetapan pajak terhutang, 
penagihan sampai pada kegiatan pengawasan atau monitoring penyetoran ke 
bank, kantor pos dan giro. Pelaksanaan pemungutan merupakan salah satu 
kegiatan administrasi dari penerimaan PBB (Pratowo, 2011:35).  
Setyawan (2007) pada penelitiannya menyebutkan bahwa dalam 
pelaksanaan pemungutan biasanya menemukan kendala yang dapat 
mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan 
pemungutan yang dilakukan seharusnya sesuai dengan pedoman yang berlaku 
di setiap desa yaitu Materi Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pemungutan PBB. 
 
2.2.2 Kemampuan Petugas dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
     Kemampuan dapat diartikan sebagai kompetensi. Kemampuan petugas 
menurut Bouler, Dalziel dan Hill (Edy:2009) adalah suatu karakteristik dasar 
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dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam 
pekerjaan, peran atau situasi. Penelitian Hapsoro (2007) menyimpulkan 
adanya hubungan signifikan antara kemampuan petugas dengan efektivitas.  
     Menurut Wahyu (2006) hambatan terhadap penerimaan pajak bumi dan 
banguna salah satunya datang dari petugas yang tidak professional misalnya 
terlambat penyetorkan atau sengaja mengurangi jumlah setoran yang harusnya 
disetor. Bahkan hasil penelitiannya menunjukan 73,3% responden 
menyatakan bahwa kinerja petugas pemungut PBB masih kurang bagus. 
43,3% menyatakan petugas kurang memahami jika terjadi pertanyaan dari 
wajib pajak.  
 
2.2.3 Tindakan Koreksi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
Tindakan koreksi merupakan variabel yang menunjukan proses 
pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan evaluasi secara berkala 
merupakan proses pengendalian. Pengendalian menurut Husaini Usman 
(2009:504) adalah kegiatan memantau, menilai dan melaporkan kemajuan 
proyek disertai tindak lanjutnya. Pengawasan menurut LANRI (Husaini 
Usman:2009) ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah 
pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana 
semula. 
Pengawasan dan pengendalian pajak bumi dan bangunan terdapat pada 
KPP Pratama sebagai wakil pemerintah pusat dan wakil dari pemerintah 
daerah yaitu kecamatan dan DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah) bidang PBB. KPP Pratama bertanggungjawab 
pada proses administrasi seperti pembuatan SPPT dan lain sebagainya, 
sedangkan pemerintah daerah bertanggungjawab terutama dalam 
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memfasilitasi. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan diharapkan 











 = Simultan 
 = Parsial 
 
2.3 Hipotesis Penelitian 
     Menurut Sugiyono (2009:64), hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban 
yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan pada 
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penelitian. Berdasarkan rumusan 
masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1: Pelaksanaan pemungutan, Kemampuan pegawai dan Tindakan koreksi 
berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
H2: Pelaksanaan Pemungutan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Kabupaten Sumedang. 
Pelaksanaan Pemungutan   (X1) 
Efektivitas penerimaan 
Pajak Bumi  
dan Bangunan      (Y1) 
Kemampuan Petugas        (X2) 
Tindakan Koreksi             (X3) 
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H3: Kemampuan petugas terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Kabupaten Sumedang. 
H4: Tindakan koreksi terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Kabupaten Sumedang. 
 
2.4 Ruang Lingkup Penelitian 
2.4.1 Variabel dan sub Variabel Penelitian 
     Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terdiri atas satu variabel terikat 
(variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan variabel bebas yang menjadi faktor–faktor penyebab efektivitas 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini adalah 
pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas dan tindakan koreksi.  
 
2.4.2 Lokasi dan Objek Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian yang dipilih adalah beberapa desa di 
Kabupaten Sumedang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.  
 
2.4.3 Waktu dan Periode Penelitian 
     Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan data 
selama satu tahun yaitu periode 2011.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
5.1.1 Karakteristik Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan 
Kelurahan/ Desa di Kabupaten Sumedang 
     Penelitan ini menggunakan 34 responden sebagai sampel petugas 
pemungut pajak bumi dan bangunan yang berada di kelurahan/ desa di 
Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil analisis karakteristik responden, 
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Usia petugas pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan/desa di 
Kabupaten Sumedang paling banyak yang berusia antara 31 tahun sampai 
dengan 59 tahun. 
2. Jenis kelamin petugas pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan/desa 
di Kabupaten Sumedang paling banyak berjenis kelamin laki–laki. 
3. Tingkat pendidikan terkahir petugas pemungut pajak bumi dan bangunan 
kelurahan/desa di Kabupaten Sumedang paling banyak berpendidikan 
terakhir sampai SMA.   
 
5.1.2 Hasil Penelitian 
     Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, maka dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara bersama-sama 
variabel independen yang terdiri dari pelaksanaan pemungutan (X1), 
kemampuan petugas (X2) dan tindakan koreksi (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan 
(Y). Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Ketiga variabel 
tersebut mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan 
sebesar 82.9%, sedangkan sebesar 17.1% sisanya dipengaruhi oleh 
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faktor-faktor  lain. Misalnya: Jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak 
untuk membayar pajak bumi dan bangunan, banyak bangunan, 
pendapatn perkapita, dan lain sebagainya. 
2. a. Pelaksanaan pemungutan (X1) memiliki pengaruh signifikan 
terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y). Dengan 
demikian hipotesis penelitian pelaksanaan pemungutan secara parsial 
terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan diterima. 
Pelaksanaan pemungutan mempunyai arah pengaruh yang positif yang 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi pelaksanaan pemungutan maka 
semakin tinggi efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.  
 
b. Kemampuan petugas (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap 
efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y). Dengan demikian 
hipotesis penelitian kemampuan petugas secara parsial terhadap 
efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan diterima. Pelaksanaan 
pemungutan mempunyai arah pengaruh yang positif yang 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan petugas maka 
semakin tinggi efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.  
 
c. Tindakan Koreksi (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dengan 
demikian hipotesis penelitian kemampuan petugas secara parsial 
terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan ditolak.     
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa arah pengaruh yang positif 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi tindakan koreksi maka semakin 
tinggi efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.  
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5.2.1 Aspek Teoritis 
     Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran untuk penelitian 
selanjutnya sebaiknya: 
1. Menambah sampel kecamatan menjadi lebih banyak sehingga lebih 
dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. 
2. Menambah variabel independen yaitu faktor – faktor yang 
mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan supaya 
dapat menjelaskan faktor-faktor lain selain pelaksanaan pemungutan, 
kemampuan petugas dan tindakan koreksi. 
3. Penelitian ini tidak membandingkan secara dua arah yaitu dari KPP 
Pratama dan pelaksana pemungut. Untuk itu, diharapkan pada peneliti 
selanjutnya dapat dilakukan di KPP Pratama sehingga akan didapatkan 
solusi yang dapat menjadi masukan untuk semua pihak yang terkait. 
5.2.1 Aspek Praktis 
     Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran sebaiknya: 
1. Pemerintah Kabupaten mengadakan pendidikan non-formal seperti 
pelatihan dan seminar secara berkala mengenai pelaksanaan pemungutan 
pajak bumi and bangunan. Sehingga petugas pemungut mempunyai 
kemampuan yang baik untuk melaksanakan pemungutan.  
2. KPP Pratama Sumedang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar 
untuk pelaksanaan pemungutan yaitu dengan memberikan pelayanan dan 
komunikasi yang baik dengan petugas pemungut yang berada di 
kelurahan/desa. 
3. Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan di kelurahan/desa 
diharapkan untuk menganggap bahwa pajak bumi dan bangunan 
merupakan tugas penting karena tanggung jawab bersama bukan hanya 
KPP Pratama sebagai pengelola administrasi. Karena pada tahun 2014 
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pengelolaan pajak bumi dan bangunan akan beralih sepenuhnya kepada 
pemerintah daerah. 
4. Wajib pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi dan partisipasi 
dalam penghimpunan data dan proses pembayaran. 
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